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MOTTO 

 

 “Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita 

dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada 

langkah yang kedua” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran dalam pergaulan hidupnya 

di masyarakat, peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran 

biasa disandingkan dengan status atau kedudukan seseorang dalam  jabatan, peran dan 

kedudukan tidak bisa dipisahkan, tidak ada peran tanpa kedudukan, begitu pula tidak 

ada kedudukan tanpa peran. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan. Dapat juga dikatakan bahwa peran adalah suatu 

hak dan kewajiban seseorang dalam menjalankan suatu profesi/pekerjaan.1  

Dengan bekerja seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Manusia bekerja bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek yaitu pelaku dalam 

proses produksi maupun sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabat 

yang dimilikinya. Tujuan yang paling mendasar bagi para pekerja untuk bekerja adalah 

memperoleh upah sebagai imbalan atas tenaga yang ia keluarkan, dan upah bagi 

pekerja sebagai akibat dari perjanjian kerja yang merupakan faktor utama, karena upah 

                                                             
 1 Soerjono Soekanto, 2012, Sosiologi Suatu PengantarEdisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 

hlm.212. 
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merupakan sasaran penting bagi pekerja guna menunjang kesejahteraan hidupnya, 

diantaranya menghidupi diri sendiri maupun keluarganya demi kelangsungan hidup.2 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan perkerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat yang merupakan roda penggerak utama perekonomian bangsa Indonesia.3 

Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah 

sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan 

antara pekerja atau bisa dikatakan juga buruh dengan pengusaha tidak sama dan 

seimbang.4 

Setiap tindakan atau peranan haruslah berdasarkan atas hukum, karena 

Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum (Rech Staat), hal itu ditegaskan dalam 

Pasal 1 (3) UUD 1945 yang pada penjelasannya bahwa negara indonesia bukanlah 

semata–mata hanya kekuasaan, melainkan kekuasaan yang harus berdasarkan atas 

hukum. Dengan adanya hukum, maka akan tercapai tujuan negara hukum yang 

mengandung 3 (tiga) ide dasar hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian 

                                                             
2 Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang 

Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD Darma Kreasi Jaya”, e-Journal Komunitas 

Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1, No. 2 Tahun 2018.   
3 Laurensius Arliman S, “Perkembangan dan Dinamika Hukum  Ketenagakerjaan Di 

Indonesia”, jurnal Selat, Vol. 5 No. 1, Oktober 2017, hlm.81. 
4 Fenny Natalia Khoe, “Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani 

Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1 Maret 2013, hlm. 3. 
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hukum. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum 

menghendaki perdamaian.5 

Istilah pekerja/buruh sangat dikenal dalam dunia ketenagakerjaan dan sudah 

sejak lama digunakan jauh sebelum indonesia merdeka. Seiring dengan kemajuan era 

globalisasi, pekerja/buruh telah disadari merupakan salah satu kebutuhan dasar yang 

harus dipenuhi. Adapun yang dimaksud pekerja adalah penduduk dalam usia kerja 

yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang 

sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah dan mereka yang mengurus rumah 

tangga.6 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.7  

Sebagaimana halnya dengan istilah buruh, Pengusaha Menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah :8 a. orang 

perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan 

                                                             
5 Van Apeldoorn, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 

hlm.10. 
6 Rizki Herdian Zenda, “Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan  Tenaga Kerja Di Kota 

Surabaya”, Jurnal Ekonomi  & Bisnis, Vol.2, No.1 Maret 2017. 
7 Koesparmono Irsan, 2016, Hukum Tenaga Kerja : Suatu Pengantar, PT. Gelora Aksara 

Pratama, Jakarta, hlm.191. 
8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 

1 ayat 5. 
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milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, 

persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah 

Indonesia. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh adalah sebuah 

hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian kerja dimana masing-masing 

pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.9 

 Pengusaha berkewajiban melindungi hak-hak daripada tenaga kerja yang 

bekerja di tempatnya, larangan bagi pengusaha terhadap tenaga kerja antara lain:10 (a) 

pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat; (b) bengusaha 

dilarang mempekerjakan anak; (c) pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 

18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 

pukul 07.00 WIB; (d) pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja; (e) pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ 

buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya; dan (e) 

pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 

Salah satu hak dasar pekerja di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 28D ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta 

                                                             
9 Yohanes Andreyanto Prabowo, “Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah  

Pekerja/Buruh Di Kontraktor Agawe Studio Giwangan”, jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 

2015. 
10 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 

67-85. 
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mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.11 

Pengaturan lebih lanjut mengenai imbalan/upah diatur lagi di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bahwa pengusaha wajib 

membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh. 12 

 Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak 

dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan 

kepentingan pengusaha.13 Setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan 

jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan 

tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para 

penyandang cacat.14 Akan tetapi khususnya di Kota Palembang, Seringkali terjadi 

perselisihan hak (upah) pekerja yang itu merupakan hak-hak tenaga kerja yaitu hak 

upah pegawai dan mereka yang menjadi tenaga kerja kebanyakan  orang yang awam 

                                                             
11  Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 2. 
12 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 

18 ayat 1. 
13 Barzah Latupono, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap  Pekerja Kontrak 

(Outsourcing) Di Kota Ambon”, Jurnal Sasi, Vol. 17,  No. 3 Juli-September 2011. 
14 Ashabul Kahfi, “Perlindungan  Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, jurnal Jurisprudentie, Vol. 

3, No.2  Desember 2016. 
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hukum  dan tidak mengetahui jalur tempuh hukum untuk menyelesaikan permasalahan 

perselisihan hak (upah) tersebut. 

 Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. 

Dalam perjanjian ini juga berlaku ketentuan mengenai prestasi, sehingga yang menjadi 

hak pekerja akan menjadi kewajiban pengusaha, dan sebaliknya yang menjadi hak 

pengusaha akan menjadi kewajiban pekerja. Dengan adanya perjanjian kerja, ketika 

melaksanakan suatu perjanjian pekerja haruslah bertindak sebagai pekerja yang baik.15 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan dan perundang-

undangan,termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.16 Upah merupakan salah satu sumber 

penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas 

upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan 

kerja.17 

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 

                                                             
15 Eka Wijaya, “Tinjauan Yuridis Mengenai Keberadaan Karyawan Berdasarkan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Di Koperasi Mahasiswa Universitas 

Gadjah Mada”, Jurnal Hukum Perdata, Vol. 2, No. 2 November 2013. 
16 Veronika Nugraheni Sri Lestari, “Sistem Pengupahan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan 

Hukum Islam, Vol.8, No. 2 2017. 
17 Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”, jurnal Mimbar Hukum, 

Vol.29, No.1 Februari 2017. 
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pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai 

hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta 

perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan.18 Maka  

perselisihan hubungan industrial meliputi :19 a. perselisihan hak; b. perselisihan 

kepentingan; c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d. perselisihan antar 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan. 

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

pekerja/buruh bekerja yang sekarang ada di ibukota provinsi. Pengajuan gugatan 

dimaksud harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi.20 

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi 

menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan 

melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat 

pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan 

kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi 

secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut 

                                                             
18 Ibid., hlm.227. 
19 Ujang Charda S, “Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum 

Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004”, Jurnal Wawasan Yuridika, 

Vol.1, No. 1 Maret 2017. 
20 Rika Jamin Marbun, “Lembaga KEerjasama (LKS) Bipartit Perusahaan Dalam Penyelesaian 

Perselisihan Hhubungan Industrial  Di Kabupaten Deli Serdang”, USU Law Journal, Vol.5, No.1 Januari 

2017. 
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memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta 

keluarganya.  Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi 

pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, 

memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara 

terbuka, demokratis, dan berkeadilan.21 

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di 

lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi 

putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.22 Peranan Pengadilan Hubungan 

Industrial diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pasal 56 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 

menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang 

memeriksa dan memutus23 : a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. di 

tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. di tingkat pertama 

mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d. di tingkat pertama dan terakhir 

mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.  

Akan  tetapi dalam kehidupan dewasa ini peranan Pengadilan Hubungan 

Industrial dalam penyelesaian perselisihan hak (upah) antara pekerja dan pengusaha 

                                                             
21 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 

102. 
22 Wilson Bangun, 2017, Manajemen SDM Hubungan Industrial, PT.Gelora Aksara Pratama, 

Bandung, hlm.185. 
23 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 56. 
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menjadi kurang diperhatikan karena disebabkan oleh beberapa kendala. Menurut 

Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-

faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain : 1) faktor 

hukumnya sendiri; 2) faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum; 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan; dan 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan 

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.24 Kelima faktor 

tersebut saling berkaitan dan merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan 

hukum serta faktor bidang pengawasan juga menjadi kendala. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“PERANAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK (UPAH) ANTARA PEKERJA DAN 

PENGUSAHA.” 

 

 

 

                                                             
24 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan Latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan Pengadilan Hubungan Industrial dalam penyelesaian 

perselisihan hak (upah) antara pekerja dan pengusaha? 

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Hubungan Industrial dalam 

penyelesaian perselisihan hak (upah) antara pekerja dan pengusaha? 

C. RUANG LINGKUP 

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan atau 

permasalahan sehingga terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul, maka 

ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas pada peranan Pengadilan 

Hubungan Industrial dalam penyelesaian perselisihan hak (upah) antara pekerja dan 

pengusaha. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Pengadilan Hubungan Industrial 

dalam penyelesaian perselisihan hak (upah) antara pekerja dan pengusaha. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan 

Hubungan Industrial dalam penyelesaian perselisihan hak (upah) antara pekerja 

dan pengusaha. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum 

perdata tentang Peranan Pengadilan Hubungan Industrial dalam penyelesaian 

perselisihan hak (upah) antara pekerja dan pengusaha. 

2. Manfaat Praktis 

Hal ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber 

informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi referensi ilmiah bagi 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

F. KERANGKA TEORI 

1. Teori Keadilan 

Pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang 

berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau 

hukum positif (Indonesia). Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai 

suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles 

membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan 

hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Kesamaan 
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proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan 

kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.25 

2. Teori Negara Kesejahteraan 

Pengertian kesejahteraan minimal mengandung empat makna, yaitu : (1) 

sebagai kondisi sejahtera (well-being); (2) sebagai pelayanan sosial; (3) sebagai 

tunjangan sosial; dan (4) sebagai proses atau usaha terencana. Dalam kajian 

ilmu negara dikenal dua model negara, yaitu negara penjaga malam 

(nachtwakerstaat) dan negara kesejahteraan (welvarestaat). Model negara-

negara modern sekarang yang dianut adalah welvarestaat.26 Menurut Soekarno, 

menghendaki negara kesejahteraan untuk mensejahterakan rakyat jelata. 

Rakyat di lapangan politik adalah raja, namun jangan sampai dilapangan 

ekonomi tetaplah ia budak. Rakyat harus mendapat kesamarataan dilapangan 

ekonomi, tidak lemah dan tak berdaya. Demikian juga buruh menjadi tuan 

dibidang politik, tetapi juga tuan di bidang ekonomi. Tujuan negara Indonesia 

saat ini jelas harus konsisten dan tercapai sesuai dengan amanat Pembukaan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.27 

Peranan Soekarno tercatat dalam sejarah sebagai penggali nilai-nilai 

Pancasila, termasuk salah satu Perumus Piagam Jakarta yang didalamnya 

                                                             
25 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan 

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 4. 
26 Zulkarnain Ibrahim, “Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif”, e-journal undip, 

Vol.42, No.2 2013. 
27 Ibid., hlm.36. 
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adalah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara wajib 

memajukan kesejahteraan umum, merupakan asas walvare staat yang harus 

menjadi dasar dari hukum positif Indonesia. Negara kesejahteraan dengan nilai-

nilai Pancasila tersebut akan tercapai tujuannya, jika dilaksanakan oleh 

pemerintahan yang melaksanakan amanat dari rakyat.28  

Hukum pengupahan sejalan dengan amanat dari rakyat, harus adil dan 

mensejahterakan pekerja, maka harus diperhatikan: (1) hukum dan institusi; 

harus dihijrahkan atau diperbaiki jika tidak adil; (2) negara adalah lembaga 

sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang vital; dan 

(3) walvare state merupakan kreasi dan produk demokrasi multipartai atau 

kebijakan (koalisi) partai politik yang memerintah untuk menciptakan warga 

negara dan angkatan kerja yang terdidik dan sehat dan mengurangi kesenjangan 

sosial ekonomi. Ketiga unsur dari penjabaran grand theory ini, harus 

merekomendasikan suatu alternatif teori baru dalam pembentukan perundang-

undangan ketenagakerjaan yang berkeadilan substantif.29 

3. Teori Upah Teladan 

Teori yang datangnya dari pihak majikan ini, menjadikan upah bagi 

buruh suatu jumlah yang hanya cukup untuk menyelenggarakan kehidupannya 

saja. Sering kali dikatakan juga suatu jumlah yang hanya cukup untuk menjaga 

                                                             
28 Ibid., hlm.37. 
29 Ibid., hlm.39. 
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jangan sampai buruh mati. Menurut teori tersebut persaingan antara dan oleh 

sesama buruh, upah selalu akan tertekan ke bawah sampai minimum walaupun 

minimum ini tidaklah tetap untuk sepanjang masa atau untuk semua golongan 

penduduk.30 

Naik turunnya upah akan selalu berkisar pada minimum itu. Jika upah 

naik sampai lebih dari minimum itu, maka kemakmuran buruh akan bertambah 

dan bertambahnya kemakmuran itu akan mengakibatkan bertambahnya 

perkawinan. Kelahiran akan bertambah pula. Akibat bertambahnya 

kemakmuran adalah pula berkurangnya kematian. Karena dengan demikian 

tenaga kerja atau penawaran tenaga kerja menjadi lebih besar, maka upah akan 

menurun. Jika upah ini akan terus menurun sampai dibawah minimum tersebut 

di atas, perkawinan dan kelahiran berkurang, sedangkan kematian meningkat. 

Akibatnya penawaran tenaga kerja berkurang dan karena itu upah akan naik.31 

G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian  

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena 

dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan 

hukum (baik hukum yang tertulis)  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis atau 

baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris 

                                                             
30 Zulkarnain Ibrahim, 2019, Hukum Pengupahan Indonesia: Berkeadilan Substantif, 

Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 50. 
31 Ibid., hlm. 52 
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(hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam 

penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.32 

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah 

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa 

yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata 

yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan 

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan kemudian 

menuju identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah.33 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) 

Pendekatan perundang-undangan (statue approach)  yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.34  

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (sosiolegal approach) 

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan dengan melihat sesuatu 

kenyataan hukum didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang 

                                                             
 32 Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.10. 

 33 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15. 

 34 Peter Mahmud, Op.Cit, hlm.133. 
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untuk mengindentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan 

penelitian atau penulisan hukum.35 

3. Jenis dan Sumber data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi 

yang kemudian diolah oleh peneliti.36 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data 

sekunder tersebut dibagi menjadi:37 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), 

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

                                                             
35 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23. 
36 Sanapiah Faisal, 2013, Metodologi Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, hlm. 310. 
37 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenadamedia, Jakarta, hlm 

135. 
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2) Bahan hukum sekunder, yaitu dapat berupa tulisan–tulisan tentang 

hukum baik dalam bentuk buku atapun jurnal–jurnal, khusus mengenai 

peranan Pengadilan Hubungan Industrial dalam penyelesaian 

perselisihan hak (upah) antara pekerja dan pengusaha. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, 

kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan, yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data 

penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari 

responden yang ditentukan secara purposive sampling dan/atau non random 

sampling.38 

b. Studi Pustaka, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang–undangan, buku–

buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.39 

5. Lokasi Penelitian   

   Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di Pengadilan 

Negeri Kelas I.A Khusus Jl. Kapten A. Rivai No. 16, Sungai Pangeran, Kec.Ilir 

                                                             
38 Ibid., hlm. 137. 

 39 Ibid., hlm.140. 
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Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129 dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Jl. Jend. A. Yani No. 284, 13 Ulu, Kec. 

Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116. Penentuan lokasi 

penelitian ini karena lokasi tersebut menyediakan data yang diperlukan dalam 

pengerjaan skripsi ini. 

6. Teknik Penentuan Sampel 

Teknik sampling adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa 

orang yang diwawancarainya.40 Penulis menggunakan cara purposive sampling 

di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang. Purposive sampling adalah 

salah satu teknik non random sampling, dimana peneliti menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai 

dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan 

penelitian.41 

7. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan di 

proses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi dan dievaluasi untuk 

                                                             
 40 Ibid., hlm.98. 

41Anwar Hidayat, 2017, Penjelasan tentang purposive sampling lengkap detail, 

https://www.statistikinan.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html.  (Diakses Minggu 

tanggal 22 September 2019 pukul 15.30 WIB). 

https://www.statistikinan.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html
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kemudian di deskripsikan dalam bentuk – bentuk penjelasan. Sedangkan data 

yang diperoleh dari daftar pertanyaan akan ditelaah terlebih dahulu dan 

kemudian akan disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang 

diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan 

kenyataan. 

8. Analisis Data 

Setelah data data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian 

dikumpulkan, dikelola secara menyeluruh dan komperensif untuk menjawab 

permasalahan hukum dalam skripsi ini, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, 

analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data 

primer dan data sekunder.42 

9. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu cara pengambilan 

kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan data lapangan, 

setelah mendapatkan hasil dari pengamatan dari lapangan. Data dan fakta hasil 

lapangan di susun, dikaji dan dioleh untuk ditarik maknanya dalam bentuk 

pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.43 

 

                                                             
 42 Ibid., hlm.107. 

43 S. Nasution, 2011, Metode Research (Penelitian Ilmiah), PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 16. 
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H. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 4 bab, dimana pada setiap bab 

terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun perinciannya sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan meguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang 

Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, 

serta Sistematika Penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memuat tinjauan umum mengenai Pekerja dan Pengusaha, Perjanjian 

Kerja, Upah, Hubungan Industrial. 

BAB III: PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas dan menjelaskan jawaban atas permasalahan yang telah 

disebutkan dalam sub-bab rumusan masalah. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi yang telah 

diuraikan penulis dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini. Serta juga akan memuat beberapa saran dari penulis 

yang merupakan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi 

ini. 
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